
BADI 

PENDAHULUAN 

Perubahan fonnat pemerintahan daerah yang ditandainya menguatnya peran 

DPRD St'bagai.mana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tllhun 2004 sebagai 

pengganti Undang-llndang No 22 Tahwi 1999 tentang Pemerintahan Damih 

membcrikan wam11 bMJ dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yan[l lebih demokratis. akuntabel. dengan menekanlcan prinsip pemerataan, keadJlan 

dan menghonnati keanekaragaman dacrah. 

Kondisi dari apa yang diamanarkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

memberikan pengaruh terhadap kincrja pemerintahan dacrah pada level tertinggi 

scpeni pada DPRD dan kepala daerah. Salah satu perubahan tersebut Bdalah 

mele:akkan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja kepala dae.rah. Peogawasan 

dianika.n sebagai suatu bentuk: tindakan penyesuaian antara rencana dengan rcalisasi 

yang dicapai. 

Demi.kian juga halnya dengan Kepala Daerah sebagai objek pengawasan oleb 

DPRD. Sebagai titik sentral berjalannya roda pemerintahan pada tingk.at dacrah mak.a 

keberadaan kepala dacrah amat sangat fundamental bagi berjalannya otonomi dacrah 

tersebut. 

Sebagai konsckuensi logis dari filosofi di atas, mak.a fungsi Dewan 

P.:rw:Wlan Rakyat Dae.rah (OPRD) atas dasar ketentuan pasal-pasal yang terdapat di 

dalwn Undllflg-Undang No. 32 Tahwi 2004 terutama yang mengatur kedudukan, bak, 
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rug3s dan kewen1tngan. kewajiban serta hubungan antara Dewan dcngan Kepala 

Daerah. Menurut Thutiup Sup8f113 dalam Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani "bahwa 

fungsi DPRD dapat disimpulkan meliputi : 

l .  Fungsi Legislasi, 

2. Fungsi Anggaran. 

3. l'ungsi rekruionen (peng)caderan ). 

4. Fungsi penyaluran aspirasi 1'3kyat.1 

un1uk m�WllJudkan kinerja pemerintah daerah secar11 optimal. Namuo pada tataran 

impl.:mentasi kelima fungsi te�hut sulit diwujudlron.. Beberapa faktor yar.g diduga 

sebag:i.i penycbabnya adalah rendahnyu swnber daya manusia dan �..siapan mental di 

k:il.u1!_!w1 anggota Dewan. sedangkan fungsi Ekselrutif merupakan kelanjutan atau 

pelnk,..mann fungsi legislatif mnkn kinerja eksekutif secara langsung maupun tidak 

lan)!SWll! d1pen)!o.ruhi kinerja le�islatif. Untuk itulah perlunya l<lnerja legislatif, 

tenn.una dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi yang dimilikinya, akan 

b.:�n!_!aruh terhadap scmaJ..in baik pula kinerja eksekutif di daerab. 

O:ilmn kontcks ncgum dcmokrasi dnn negara hukum, kedudukan DPRD 

mutlak harus memiliki kemandiriwi dan "kekebalan" dari pengaruh-pengaruh 

kdmasaan lainnya, baik dari pihak eksclcutif maupun pengaruh-pengaruh yang datang 

dari kelompok-kelompok penekan (pressure group). Jika DPRD tidalc mampu melo-

1 Sadu Wasistiono clan Ondo Riyani, Erika Hubungan LeglslotlfEUehdlfDa/am Rangla Pelaksanaan 
<W,inoml doeroh, Pusa1 Kaj ian Pemerintah Dael'Bh. STPDN, Banduoi> 200 I, haL 68. 
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